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ABSTRAK 

 

Judul skripsi ini adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. oleh: 

Sukmawati Nurhapsari, NIM: 2016110775  

 

Alasan Pemilihan Judul adalah masih ditemukan praktek kecurangan yang 

dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia khususnya di Kabupaten 

Ende dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan apa faktor-faktor 

yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara tidak Netralitas dalam Pemilihan 

Umum Kepala Daerah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘;yuridis-

sosiologis, yaitu untuk mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan Netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ende. 

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah masih ditemukan adanya 

ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah di Kabupaten Ende, terjadinya ketidaknetralitas ASN telah melanggar 

aturan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, dilarang 

melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat BUMN/BUMD; (c) 

Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) Kepala Desa, (2) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat 

tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara di Kabupaten 

Ende masih ditemukan  ketidaknetralan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 

berdasarkan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, 

dilarang melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat 

BUMN/BUMD; (c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) 

Kepala Desa, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas 

Pemilu. Adapun faktor yang menyebabkan Ketidaknetralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Kabupaten Ende terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain 

hubungan kekeluargaan dan ambisi karir jabatan sedangkan faktor eksternal yaitu 

antara lain faktor loyalitas ASN dan tidak adanya sanksi yang tegas dari 

pemerintah. 
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ABSTRACT 

 

The title of this thesis is the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in 

the General Election of Regional Heads in Ende Regency in terms of Law 

Number 32 Year 2004 concerning Regional Government. by: Sukmawati 

Nurhapsari, NIM: 2016110775 

 

The reason for choosing the title is that there are still fraudulent practices 

committed by the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, especially in Ende 

Regency in the Regional Head General Election. 

The formulation of the problem in this study is How Neutrality State Civil 

Servants (ASN) in Regional Head General Elections and what are the factors that 

cause State Civil Apparatus not neutrality in Regional Head General Elections. 

The research method used in this research is juridical-sociological, which 

is to study the application of Law Number 32 of 2004 concerning Regional 

Government in relation to the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 

General Election of the Regional Head of Ende Regency. 

The results of the research that the authors found were that there were still 

non-neutralities of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head General 

Election in Ende Regency, the non-neutrality of ASN had violated the rules in 

Article 79 paragraph 1 & 2 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional 

Government which emphasized that “(1) In the campaign, it is prohibited to 

involve: (a) Judges in all Courts; (b) BUMN / BUMD officials; (c) Structural and 

functional officials in public offices; (d) Village Head, (2) The prohibition as 

referred to in paragraph (1) shall not apply if the official is a candidate for 

Regional Head and deputy Regional Head ”. 

The conclusion of this study is that the State Civil Apparatus in Ende 

Regency is still found to be neutral in the Regional Head General Election based 

on Article 79 paragraph 1 & 2 of Law Number 32 Year 2004 concerning Regional 

Government which states that "(1) In the campaign, it is prohibited to involve: (a) 

Judges at all Courts; (b) BUMN / BUMD officials; (c) Structural and functional 

officials in public offices; (d) Village Head, (2) The prohibition as referred to in 

paragraph (1) shall not apply if the official is a candidate for Regional Head and 

deputy Regional Head ”. This is due to the weak supervision carried out by the 

Election Supervisory Committee. The factors that cause the non-neutrality of the 

State Civil Apparatus (ASN) in Ende Regency occur due to being influenced by a 

number of factors consisting of internal factors and external factors. Internal 

factors include kinship and career ambition, while external factors include ASN 

loyalty and the absence of strict sanctions from the government. 
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